
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat 
proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 
peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan 
menciptakan tata kelola pemerintahan dan daya saing 
desa yang baik, perlu melakukan penataan desa 
dalam suatu Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Penataan Desa, menyebutkan bahwa 
Penataan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan Desa dan Peru bahan Status Desa 
Menjadi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan 
membentuk Peraturan Daerah yang baru; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; 

BUPATI KOLA.KA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLA.KA 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 
PENATAAN DESA 

BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka. 

4. Bupati adalah Bupati Kolaka. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA. 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLA.KA 

dan 
BUPATIKOLAKA 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 23 tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2017 
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155). 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka. 

6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
7. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda 

Kabupaten Kolaka yang pembentukannya dibahas bersama antara 
Bupati dengan DPRD dan ditetapkan oleh Bupati. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Kolaka 
yang ditetapkan dengan Perda. 

10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

11. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka. 
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang 
bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan 
Tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

18. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelanggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Pennusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 

21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. 
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(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau 
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan 
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
b dilaksanakan melalui Desa persiapan. 

Pasal 5 

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat 
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan 
dan potensi Desa. 

(3) Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan . 
desa di wilayahnya. 

Pasal 4 

BAB IV 
PENATAAN DESA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Desa 

Penataan Desa bertujuan: 
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan 
e. meningkatkan daya saing Desa. 

Pasal 3 

BAB III 
TUJUAN 

Ruang lingkup Penataan Desa ini meliputi: 
a. pembentukan Desa; 
b. penghapusan Desa; dan 
c. peru bahan status Desa. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 
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(1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Bupati. 

(2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa 
persiapan untuk melakukan kajian dan verifika.si persyaratan 
pembentukan Desa. 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib 
menyosialisasikan Rencana Pemekaran Desa kepada Pemerintah 
Desa aan Masyarakat Desa yang bersangkutan. 

(2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan 
kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran. 

(4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan 
dilengkapi Notulen Musyawarah Desa. 

Pasal 7 

Paragraf 1 
Pemekaran 

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: 
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 
b. jumlah penduduk, yaitu: paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 

400 (empat ratus) kepala keluarga; 
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. memiliki potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya 

Manusia, dan Sumber Daya Ekonomi Pendukung; 
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan 

publik; 
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

1. ca1rupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan 
lain. 

(2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, 
diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal 
usul, adat istiadat, dan nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa. 

Pasal 6 
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(2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf f untuk mengecek 
ketersedian: 
a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

persiapan; 
b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

publik. 

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
untuk: 
a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar 

wilayah; 
b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat 

dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan; 

c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya 
manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa 
persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang 
secara layak dengan potensi Iokal; 

d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa 
pemekaran; 

e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa 
induk; dan 

f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik. 

Pasal 10 

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
berupa: 
a. verifikasi administrasi; dan 
b. verifikasi teknis. 

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil 
musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia 
minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal. 

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
dilakukan melalui peninjauan lapangan. 

Pasal 9 

(3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit terdiri atas: 
a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, 

pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah 
dan yang membidangi peraturan perundang-undangan; 

b. camat atau sebutan lain; dan 
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan 

pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial 
kemasyarakatan. 
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(1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun 
Rencana Kerja Pembangunan Desa persiapan dengan 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan. 

(2) Rencana Kerja Pembangunan Desa persiapan yang telah disusun 
disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
induk sebagai bagian kebutuhan Anggaran Belanja Desa persiapan. 

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan ilrut serta dalam pembahasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. 

(4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kolaka dengan Keputusan 
Bupati Kolaka. 

(5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap 
Anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat 
Kepala Desa persiapan. 

Pasal 13 

(1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 
menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa 
persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dengan persyaratan: 
a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; 
b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan 

dengan riwayat pekerjaan; dan 
c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir 

sekurang-kurangnya bernilai baik. 
(2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa 
Definitif. 

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya. 

Pasal 12 

Pasal 11 
(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim 

pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk 
rekomendasi yang menyatakan layak tidalmya dibentuk Desa 
persiapan. 

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan 
pemekaran Desa. 

(3) Dalam hal Bupati menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan. 

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Gubernur untuk memperoleh surat yang 
memuat kode register Desa persiapan. 
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( 1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi 
Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa 
induk. 

Pasal 15 

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 ( enam) bulan 
sekali kepada: 
a. Bupati melalui Camat; dan 
b. Kepala Desa induk. 

(2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan 
Desa persiapan yang meliputi: 
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; 
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk; 
c. pembentukan struktur organisasi; 
d. pengangkatan perangkat Desa; 
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; 
f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi 

pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan 
kesehatan; dan 

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 

Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. 
(4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas 
penjabat Kepala Desa persiapan . 

. (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati 
menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa. 

(6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan 
disetujui bersama dengan DPRD. 

(7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan 
rancangan Perda tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

Pasal 14 

(6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling 
banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. 

(7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang 
tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan dapat dimintakan biaya kepada Pemerintah Provinsi. 

(8) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. 
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( 1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan 
beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan 
melampirkan keputusan bersama. 

Pasal 19 

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap 
penggabungan Desa. 

Pasal 18 

( 1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan 
bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan 
melampirkan keputusan bersama. 

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk 
melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa 
persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 17 

(3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung 
menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan 
bagian Desa. 

(4) Kesepakatan basil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan 
notulen musyawarah Desa. 

( 5) Berita acara basil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian 
Desa dalam bentuk keputusan bersama. 

(6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan. 

Pasal 16 

Paragraf2 
Penggabungan 

(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
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sebagaimana 
Daerah wajib 
Desa kepada 

( 1) Dalam melakukan penggabungan bagian Desa 
dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Pemerintah 
m~yosialisasikan Rencana Penggabungan Bagian 
masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung. 

(2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan 
pelaksanaan musyawarah Desa. 



Perubahan status meliputi: 
a. desa menjadi kelurahan; dan 
b. kelurahan menjadi desa. 

Pasal 22 

Bagian Keempat 
PerubahanStatus 

Paragaraf 1 
Umum 

(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan 
program nasional yang strategis atau karena bencana alam. 

(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Bagian Ketiga 
Penghapusan Desa 

( 1) Pemerintah Daerah menerima prakarsa pembentukan Desa dari 
Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi sesuai mekanisme yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangn. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima prakarsa pembentukan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis 
mutandis terhadap prakarsa pembentukan Desa dari Pemerintah dan 
atau Pemerintah Provinsi tersebut. 

Pasal 20 

Bagian Kedua 
Pembentukan Desa Oleh Prakarsa 

Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi 

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan 
beberapa Desa. 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. 

(4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan 
Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi. 
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(1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan 
prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 
dengan memperhatikan pendapat masyarakat. 

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah Desa. 

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan 
musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan 
menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi 
dengan notulen musyawarah Desa. 

(6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian 
dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan. 

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap 
usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 
11 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan. 

Pasal 24 

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf a harus memenuhi syarat: 
d. luas wilayah tidak berubah; 
e. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jrwa atau 1.000 

(seribu) kepala keluarga; 
f. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya 

Pemerintahan Kelurahan; 
g. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta 

keanekaragaman mata pencaharian; 
h. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 

penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat 
industri dan jasa; 

i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan; 
J. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; 
k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan 
1. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan. 

Pasal 23 

Paragraf2 
Desa menjadi Kelurahan 
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(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat. 

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibahas 
dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan 
atau dengan sebutan nama lainnya. 

(3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi 
Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status 
Kelurahan menjadi Desa. 

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan 
sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen 
musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati 
sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau 
menjadi Desa dan Kelurahan. 

Pasal 27 

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang 
kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. 

(2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik: 
a. kondisi masyarakat homogen; 
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris 

atau nelayan; dan 
c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas. 

(3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi 
Desa dan sebagian menjadi Kelurahan. 

(4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana 
dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 26 

Paragraf 3 
Kelurahan Menjadi Desa 

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan 
status Desa menjadi Kelurahan. · 

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. 

(3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan 
Rancangan Perda tersebut kepada Gubemur untuk dievaluasi. 

Pasal 25 
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( 1) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang 
berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan 
bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, 
penggabungan bagian Desa. 

(2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil 
penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan 

Pasal 30 

(1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan 
bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan 
atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala 
Desa. 

(2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung 
diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan 
diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan. 

(4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala 
Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa. 

Pasal 29 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan 
menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan 
Kelurahan. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa 
atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. 

(3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah 
dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati 
menyampaikan Rancangan Perda tersebut kepada Gubemur untuk 
dievaluasi. 

Pasal 28 

(5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa. 

(6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait 
syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 
11 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan 
menjadi Desa. 

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak 
terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa. 
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(1) Ketentuan mengenai: 
a. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 
b. format berita acara; 
c. format kode register Desa persiapan; dan 
d. format nomor registrasi Desa; 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional prosedur 
pemberian kode desa berpedoman pada peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 33 

( 1) Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yang 
berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa 
kepada Bupati. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 
pada saat peresmian perubahan status tersebut. 

Pasal 32 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil 
pemekaran/ penggabungan bagian Desa a tau penggabungan 
beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status 
menjadi Kelurahari ditetapkan menjadi barang inventaris dan 
kekayaan milik Daerah. 

(3) Aset Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status 
menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa. 

(4) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah 
terima. 

Pasal 31 

anggota Badan Pennusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa 
Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan. 

(3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa 
yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan 
honnat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Pennusyawaratan Desa di 
Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGJAN HUKUM 

~ 
MINENG NURMANINGSIH 
NIP, l 9~0207 199902 2 001 

~ I. ~ .-/ - -·- 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA: (1/79/2018) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 1 

POITU MURTOPO 

TTD 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 27 Agustus 2018 

AHMADSAFEI 

TTD 

BUPATI KOLAKA, 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 27 Agustus 2018 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kebupaten Kolaka. 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 
Desa dan Perobahan Status Desa Menjadi Kelurahan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

-15- 



VS30 NVVJ,V.N3d 
9.NVJ,N3J, 

81G>'C .NfiHVJ, l HOWON 
VllV'IOll N3J,VdlUIVll HVH3Va NVRQJ,VH3d 

SVJ,V 
.NVSV'I3P.N3d 

·l[B.1a-ea treqe:Juµamad 8rre:JIIal v10l IIIllfBJ., £('.; .IOUION 8UBpu_n-8rrepu.n 
UI"BfBP .rrunrp "Btrelll!"B~-eqas 1sua.In}IUO}l -e.I"B:>as ual-ednq"B)l qe:Juµawad II"Bp 
'!Strf.AO.ld qe:Juµawad 'l-eSnd lfBlIIµawad "B.I"Blll"B tre8U"Bua.M.a}l treJ~-eqw.;ld 
JS"B1uawd1dw1 tre}l"Bdn.Iam Ill! fBH ·u.;l:i-ednq-e)I lfB.Ia-ea {fBluµamad 
mnp-eqnaw d"E?lal "BAIIU"B"BU"BS}f"Biad urapsp !}lSaw '-es.;lp ll"B}ln:iuaqwad 
J"BS.I"B}l"B.Idmaw }ln:JIIn UB8U"Bua.M.a}l µaqw 1suµo.ld qe:Juµawad II"Bp 
'.J.BSild qe:Juµamad "B.M.lfBH ·-esap II"B}lnluaqwad J"BS.I"B}l"B.Idwam JSUf.AO.ld 
l[BlIIµamad UBp :J.'BSild qe:Juµamad J"BUa8uam II"Bn:iua:ia}l "BAll}S-epowo}l"BW 
lfBfBP"B IUI 1[8.Ia-ea tre.Ifil"B.Iad urspsp nraq ~U"BA fBH 

·µJp 8UJ"BS 
-e.iC-ep II"B)flmplll}uaw I{!qa1 UBp 'l"B}l"B.I"BAs-ew -ap-ed treUB.iC-erad rreJIµc>qwam 
S"BlJ[Bil}l.Iaq I{!qa{ '"BAll}S8UnJ II"Bp S"B8Ill ll"B}lll"B[BfUaUI J!l}laJa "l{Jqar -esaa 
tre}l!P"Bfuaw }lil'.J.Uil tre}lPilS}l"BWJP rut -esaa traarauad U"B~uaa 

·asaa srums trsqsqruad ·o 
II"Bp ~-esaa II"Bsnd-e~uad ·q 

~-esaa U"B}lnluaqwad ·a 
.rmdqaur 

nsap treareuad dnJI~ll!l ~rreru JU! 1[8.Ia"Ba rre.In'.J."B.Iad UI"BfBG 

·-esaQ 8UJ"BS "BA'Bp ll"B}ll"B}l8UJUaW ·a 
trap ~waa traqmtnramad -e1oraJI "Bl"Bl S"B'.J.!fBil}l ll"B}ll-e~uµiaw ·p 

~JIHqnd II"BII"BA"BJad S"B'.J.!fBil}l U"el"B}J8UJUad l"Bda:>.1adwQUI ·o 
~-esaa lH>[Bm.iCs-em U"B-e.Iall[BfasaJI ll"Bl"B~ll!llad :i.-eda:>.1aduram ·q 

~"BSaQ tm"l{"Bluµamad rream8~ua1a.iCuad S"B'.J.JA!'.J.}laJa II"BJIPnf n.M.am ·-e 
:IfBfBp-e -esap ueersuad tran]' ru -e.M.qeq 'tre-e}JnUia)l!p 

mqesrar LT Ol unqaj, I .rourojq µa8aN UI"BfBQ µa:iuaw rre.rn:l-e.Iad 
UI"BfBQ ·waa U"B"Bl"BUad 8rre:Jua:i l TOE unqej, 1 .1omoN µa8aN w-eraa 
µa'.J,uaw trerruaraj lf8fBp-e anqssror u-e~u-epun-8u-epun.1ad tramrarad 
rues lfBfBS ·n.rnq 8treA u-e~trepun-8UBpun.1ad trarruarad -ede.1aqaq Jnraram 
'U"B8treqma8uad trap 'traatrtqtnsd 'II-e"B'.J."Buad II"B}Jn}l"Bl.)Ul U"B8uap -es8rreq 
tretmfnraqured lll"BJ"BP pl! "88.)p qe:Juµamad d-ep-eq.ra+ .rasaq ~rreA U"BJl-eq.1ad 
qnrauaur qe:Juµamad Ill! "BUa.IB)I ·-e.iCu-ep-e "B'.J."BAU trppsuras trap '8unuad 
trppstncs 'umnnu81s trppnrras !ll! -e.r-e~aruaq trap +"B}l"B.mAs-ew.iaq rrednp1qa}l 
UI-eIBP -esaa l[Bluµamad trarad trap U"B}fnpnpa}l traq upp::!mas 

'IVSVd IW:30 'IVSVd ·11 

s-erar dn}lnJ 
1 fBS"Bd 



Pasal 18 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal8 
Cukupjelas 

Pasal 9 . 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
· Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pembentukan Desa melalui 
penggabungan beberapa Desa", adalah dilakukan untuk 
Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah 
Daerah. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 

Pasal 34 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukupjelas 

Pasal 32 
Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukupjelas 

Pasal 21 
Cukupje1as 

Pasal 22 
Cukupjelas 
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No lndikator Sub indikator Ada Tidak Skor Ada 
A. Pemerintahan 1. Pelaksanaan Desa Musyawarah desa 

2. Partisipasi masyarakat 
dalam Musvawarah Desa 

3. Penyusunan RPJMDes 

4. Penvusunan RKPDes 

5. Penyusunan APBDes 

6. Keriasama antar desa 

7. Adanya BUMDes 

8. Saran a dan prasarana 
BPD 

9. Partisipasi BPD dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

10. Kondisi kantor desa 

11. Kondisi perangkat desa 

12. Kondisi SOTK 

13. Buku Administrasi 
Pemerintahan Desa 

14. Peta desa 
15. Peraturan Desa yang 

diterbitkan setiap 
tahunnya 

16. Peraturan kepala desa 
yang diterbitkan setiap 
tahunnva 

17. Pertanggunruawaban 
keuangan desa 

18. Sop pelavanan di desa 

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA 
Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian 
tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dalam rangka penataan Desa. 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR : 1 TA\\UN ~018 
TANGGAL : 2. 7 - B - 2.e1(l 

TENTANG : PENATAAN DESA 
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19. Tersedianya akses 
informasi kepada 
masyarakat 

20. Pemanfaatan tekhnologi 
dalam pelayanan pad a 
masvarakat 

21. Ketersediaan data profil 
desa 

22. Pemahaman kepala desa 
dan perangkat desa 
terhadap tu gas dan 
fungsi masing-masing 

23. Ketersediaan pendukung 
saran a dan prasarana 
pelayanan masyarakat 

24. Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dengan BPD 

25. Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dengan 
perangkat desa 

26. Pelayanisasi pajak bumi 
dan banzunan 

27. Kemampuan kepala desa 
dan perangkat desa 
dalam melakukan 
koordinasi 

B. Pembangunan 1. Kondisi kesejahteraan 
masyarakat desa 

2. Alokasi anggaran 
pembangunan desa 
dalamAPBDe 

3. Sarana pendidikan 
4. Sarana kesehatan 
5. Akses transportasi an tar 

wilavah 
6. Akses komunikasi 
7. Potensi sumber daya 

alam 
8. Potensi sumber day a 

manusia 
9. Kerjasama antar desa 
10. Kerjasama dengan pihak 

ketiga 
11. Kondisi BUMDes 
12. Jumlah lembaga 
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ekonornitingkatdesa 
13. Adan ya informasi dan 

tekhnologi sebagai akses 
masvarakat 

14. Adan ya pelestarian 
Iingkungan hidup 

15. Ketersediaan saran a 
masvarakat (pasar desa} 

16. Partsipasi masyarakat 
dalam rnengikuti wajib 
belajar 9 (Sembilan) 
tahun 

17. Ketersediaan sarana air 
bersh bagi rnasyarakat di 
pemerintahan 

c. Pemberdayaan 1. Partisipasi masyarakat 
masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan desa 
2. Partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan 
pernbanzunan desa 

3. Partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan 
pembangunan desa 

4. Kontribusi masyarakat 
dalam pembangunan desa 

5. Partisipasi masyarakat 
dalam penyelesaian 
permasalahan di desa 

6 Adan ya upaya 
pelestarian/ 
kesinambungan saran a 
prasarana di desa oleh 
masyarakat 

7. Partisipasi masyarakat 
dalam menjaga 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

D. Kemasyarakatan 1. Jumlah lembaga 
kemasyarakatan yang ada 
di desa 

2. Jumlah lembaga 
keagamaan di desa 

3. Jumlah lembaga sosial 
budaya masyarakat 
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Keterangan kriteria penilaian : 
Skor untuk penilaian (ada)* = 2 
Skor untuk penilaian (tidak: ada)* = 1 
Total skor merupak:an penjumlahan dari skor 
Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa 
dan perubahan status menjadi kelurahan. 
Untuk desa dengan nilai skor paling banyak: 89 dapat melakukan 
penggabungan Desa. 

4. Jumlah lembaga 
kepemudaan 

5 Jumlah lembaga 
pemerhati perempuan, 
anak dan orang miskin 

6. Partisipasi lembaga 
kemasyarakatan dalam 
upaya peningkatan 
kesejahteraan 

. masyarakat 
7. Partisipasi lembaga 

kemasyarakatan dalam 
penyelesaian 
permasalahan di desa 

8. Alokasi anggaran 
pendukung kegiatan 
kemasyarakatan 

9. Partisipasi lembaga 
kemasyarakatan dalam 
mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

10. Keikutsertaan 
kemasyarak:atan dalam 
forum-forum yang ada di 
desa 

TOTALSKOR 
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( )(15) 

PERWAKILAN MASYARAKAT 

( )(14) ( )(13) 

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPALADESA 
DESA 

Mengetahui: 

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan 
disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pada hari ini.. (5) tanggal (6) 
bulan (7) tahun (8) bertempat di Desa .. 
(9) Kecamatan (10) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, 
telah diadakan kesepakatan 
............................................................................ (11), untuk 
menyepakati . 
(12) 

BERITA ACARA (1) 
PEMERINTAH DESA (2) 
NOMOR (3) 

TAHUN (4) 

B. FORMAT BERITA ACARA 
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AHMADSAFEI 

T10 

BUPATI KOLAKA, 

Keterangan: Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru 
yang akan dibentuk. 

1 I 2 3 I 4 5 6 7 8 

~ ~ 
\. ) y 

IKode Kabupatenl IKode Kecamaranj Nomor Urut 

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN 
Pemberian nomor register Desa persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit 
kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan, 
dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misalnya : 

(1) Diisi Nama Berita Acara. 
(2) Diisi Nama Pemerintah Desa. 
(3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat. 
(4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat 
( 5) Diisi tempat Berita Acara dibuat. 
(6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat. 
(7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat. 
(8) Cukup jelas. 
(9) Cukup jelas. 
(10) Cukup jelas. 
(11) Cukup jelas. 
(12) Cukup jelas. 
( 13) Diisi nama Kepala Desa. 
( 14) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyaratan Desa. 
( 15) Diisi nama perwakilan masyarakat. 

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA 
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